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MOTTO: 

“Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan 
tanganmu sendiri.” 

(Q.S. asy-Syuura: 30)  

"Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat 
baik kepada diri sendiri." 

(Benyamin Franklin) 

“Semua yang menjadi mungkin dalam ide kita pasti akan menjadi mungkin 
dalam realita. Ide itu adalah tempat penciptaan pertama sedangkan realitas 
itu adalah tempat penciptaan yang kedua”. 

(Anis Matta) 

“Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab 
berjumlah enam, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orang tua, calon 
istri dan calon mertua pun bahagia”. 

(Pejuang Skripsi) 
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ABSTRAK 

 

PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR PTM SQUARE ANTARA  

PT. BIMA PUTRA ABADI CITRA NUSA DENGAN  

PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAHAT 

 

Oleh: 

Tiara Hayatul Mardia 

 

Pasar Tradisional Modern di Kabupaten Lahat yang sering disebut juga 

PTM square Lahat yang dapat menggerakkan roda perekonomian daerah karena di 

sinilah perputaran uang terbesar selain perbankan. Pasar Tradisional Modern di 

Kabupaten Lahat sendiri pasar yang paling besar dan lengkap di Kabupaten Lahat, 

segala bentuk hasil bumi seperti sayuran, rempah, dan sebagainya diperdagangkan 

di Pasar Tradisional ini.  

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana penerapan 

Perjanjian pengelolaan pasar PTM Square yang di lakukan antara PT. Bima Putra 

Abadi Citra Nusa dengan pemerintah daerah di Kabupaten Lahat? dan 2) Apa saja 

dampak dari pengelolaan PTM yang di lakukan oleh PT. Bima Putra Abadi Citra 

Nusa bagi para pedagang di pasar PTM Square? Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian hukum empiris, yang bersifat normatif yang mana penelitian ini 

menerapkan metode kepustakaan yang datanya lebih banyak didapat melalui buku-

buku, perundang-undangan dan internet. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan maka dapat 

disimpulkan bahwa: Perjanjian pengelolaan pasar PTM Square antara PT. Bima 

Putra Abadi Citra Nusa dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lahat dilakukan 

untuk memindahkan para pedagang hamparan dengan pedagang kaki lima serta 

untuk mengatasi kemacetan di sekitar Pasar Serelo dan pasar lainnya. Penerapan 

perjanjian tersebut belum terjalankan dengan optimal dan baik sesuai dengan tujuan 

perjanjian pengelolaan tersebut. Sedangkan dampak yang timbul dari perjanjian 

pengelolaan pasar PTM Square antar PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa dengan 

Pemerintah Daerah di Kabupaten Lahat yakni: a) Dampak positif: Manajemen yang 

transparan dan profesional serta adanya jaminan keamanan, dan b) Dampak Negatif 

seperti: Pengawasan belum berjalan dengan baik, karena masih banyak jalan yang 

berlubang, masih adanya pemungut salar (pajak pasar) yang mengaku-ngaku dari 

pihak pengelola. 

 

Kata Kunci: Perjanjian Pengelolaan Pasar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perjanjian kerja sama merupakan perjanjian tidak bernama yang diatur 

di luar KUHPerdata, tetapi di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerja sama 

di dalam praktek adalah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Berdasarkan 

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, ketentuan ini berbunyi “ Semua persetujuan 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Kata “semua” berarti meliputi seluruh perjanjian, baik yang 

namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas 

kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan 

menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan dan mempunyai 

kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.1  

Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa “setiap 

orang bebas mengadakan. perjanjian, baik perjanjian yang diatur oleh 

KUHPerdata maupun perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi 

terdapat di dalam masyarakat. Definisi perjanjian itu sendiri dalam ketentuan 

Pasal 1313KUHPerdata berbunyi “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan 

dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) 

orang lain atau lebih.  

                                                 
1 Badrulzaman Darus. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 

hlm. 82  
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Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat dinilai 

secara materiil atau dinilai dengan uang. Perjanjian yang dibuat berdasarkan 

asas kebebasan berkontrak tidak begitu saja dapat dilakukan, karena masih 

dibatasi undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.  

Menurut Subekti bahwa, “Perjanjian kerja sama hanya mempunyai daya 

hukum intern (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar” yang 

bertindak keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga kerugian di antara 

para sekutu diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu di ketahui masyarakat.2  

Suatu perjanjian yang telah disepakati haruslah dilaksanakan oleh para 

pihak sesuai dengan kewajiban dari masing-masing pihak. Namun ada kalanya 

dalam suatu perjanjian tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat 

disebabkan karena kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian, atau kedua belah 

pihak, atau dapat pula disebabkan karena suatu hal yang berada di luar kuasa 

dan keinginan dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Apabila para pihak 

dalam perjanjian tidak dapat melakukan kewajiban dengan sebagaimana 

mestinya maka terjadi wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak dalam 

perjanjian tersebut. Wanprestasi adalah tidak dapat memenuhi kewajiban yang 

telah disepakati dalam perjanjian dan tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh 

debitur. 

Pengelolaan merupakan terjemahan dari management. Manajemen 

berasal dari kata to manage yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen 

sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin 

                                                 
2 R. Subekti. 1976. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Bandung: Alumni. hlm. 1 
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dicapai. Stoner dalam Handoko menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.3 

Pengertian Pasar Tradisional adalah suatu bentuk pasar di mana dalam 

kegiatannya atau proses transaksinya masih dilakukan secara tradisional, yaitu 

penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan tawar-menawar harga suatu 

barang/jasa.4  

Umumnya jenis pasar ini berada di lokasi terbuka dan produk yang 

dijual adalah kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan. Pasar tradisional 

dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau pihak 

swasta. Tempat berjualan para pedagang di pasar ini biasanya terdiri dari kios-

kios atau gerai, los dan dasaran terbuka. Sayangnya, kebanyakan jenis pasar ini 

terlihat kumuh karena kebersihannya kurang terjaga di mana tumpukan sampah 

dan kotoran terlihat jelas dan menimbulkan bau tak sedap.5 

Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional. 

Pengelolaan pasar sendiri menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai 

pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan 

pengelolaan pasar akan meningkatkan pula retribusi pasar.  

                                                 
3 R. Abdul Saliman. 2004. Esensi Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Jakarta: Kencana. 

hlm. 5   

 4 Dikutip dari situs Wikipedia Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar. Diakses 

pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 22.00 WIB 
5 https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/331-pasar-tradisional-pengertian-

ciri-ciri-kelebihan-dan-kekurangannya diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 22:30 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/331-pasar-tradisional-pengertian-ciri-ciri-kelebihan-dan-kekurangannya
https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/331-pasar-tradisional-pengertian-ciri-ciri-kelebihan-dan-kekurangannya
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Pasar Tradisional Modern di Kabupaten Lahat yang sering disebut juga 

PTM square Lahat yang dapat menggerakkan roda perekonomian daerah karena 

di sinilah perputaran uang terbesar selain perbankan. Pasar Tradisional Modern 

di Kabupaten Lahat sendiri pasar yang paling besar dan lengkap di Kabupaten 

Lahat, segala bentuk hasil bumi seperti sayuran, rempah, dan sebagainya 

diperdagangkan di Pasar Tradisional ini.  

Pasar Tradisional Modern Lahat didirikan oleh Pemerintah Daerah 

Lahat yang dibantu oleh pihak swasta PT. Bima Putra Abadi Citranusa yang 

juga sebagai Pengelola Pasar Tradisional Modern Lahat. Pengelolaan pasar 

tersebut dilaksanakan melalui surat perjanjian antara pihak pemerintah 

Kabupaten Lahat dengan PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa sebagai bentuk 

pengelolaan pasar. Berdasarkan latar belakang maka saya mengambil judul 

“PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR PTM SQUARE ANTARA 

PT. BIMA PUTRA ABADI CITRA NUSA DENGAN PEMERINTAH 

DAERAH DI KABUPATEN LAHAT.”  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan Perjanjian pengelolaan pasar PTM Square 

yang di lakukan antara PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa dengan 

pemerintah daerah di Kabupaten Lahat?  

2. Apa saja dampak dari pengelolaan PTM yang di lakukan oleh PT. 

Bima Putra Abadi Citra Nusa bagi para pedagang di pasar PTM Square?  



5 

 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

1. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini agar tidak terjadi perluasan 

pembahasan yang tidak terkontrol saya membatasi ruang lingkup 

pembahasan ini pada bentuk isi Perjanjian kerja sama pengelolaan pasar dan 

dampak yang timbul dari perjanjian pengelolaan pasar.   

2. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui penerapan perjanjian pengelolaan PTM Square 

antara PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa dengan pemerintah daerah di 

Kabupaten Lahat. 

b. Untuk mengetahui dampak dari perjanjian pengelolaan PTM Square 

bagi para pedagang.  

c. Untuk melakukan perluasan ilmu pengetahuan di bidang perjanjian 

kerja sama. 

 

D. Definisi Konseptual 

Dalam kerangka teori penulisan memberikan beberapa definisi 

operasional sebagai berikut:  

1. Perjanjian kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu 

dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan.6 

2. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.7 

3. Pasar adalah tempat orang berjual beli pekan kekuatan penawaran dan 

permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan 

                                                 
6 https://www.google.com/search?q=perjanjian+adalah&client=firefox diakses pada 

tanggal 24 Oktober 2021 pukul 20:30 WIB 
7 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 

pukul 21:00 WIB 

https://www.google.com/search?q=perjanjian+adalah&client=firefox
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan


6 

 

 

uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa 

dipakai dalam pergaulan sehari-hari. 8 

4. Pasar tradisional adalah tempat orang melakukan jual beli. Lebih 

lengkapnya, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli 

yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung dan 

biasanya ada proses tawar-menawar.9 

 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif 

yang mana penelitian ini menerapkan metode kepustakaan yang datanya lebih 

banyak didapat melalui buku-buku, perundang-undangan dan internet.  

1. Sumber dan Jenis Data  

a. Sumber Data  

Penelitian Kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. 

b. Jenis Data  

Data Sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dan literatur buku 

pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

2. Teknik Penumpulan Data  

                                                 
8 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasar diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 

08:00 WIB 
9 https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_tradisional diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 

pukul 08:20 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_tradisional
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Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan 

ini adalah: Studi Dokumen. Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data 

sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang 

sesuai dengan materi atau objek penelitian.  

 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh kemudahan pemahaman pembaca dalam penelitian 

ini penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu sebagai berikut:  

BAB I  : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup dan tujuan penelitian, definisi konseptual dan metode 

penelitian, sistematika penulisan 

BAB II  : Tinjauan Pustaka terdiri dari pengertian perjanjian, pasar, 

pengelolaan pasar  

BAB III : Terdiri dari penerapan perjanjian pengelolaan Pasar PTM Square 

yang dilakukan antara PT. Bima Putra Abadi Citranusa dengan 

Pemerintah Daerah di Kabupaten Lahat dan dampak dari 

pengelolaan PTM Square yang di lakukan oleh PT. Bima Putra 

Abadi Citranusa bagi para pedagang di PTM Square. 

BAB IV : Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang 

kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya 

memberikan sumbangan pikiran. 
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